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SEKRETARIAT DAERAH
Jl. sutan Syahrir No.r2 Panglialan Bun (741 12) Kalimantan Tengah

rery. 10srz)237s2

Undangan Zoom Meetin

Pangkalan Bun, LZ-Apnl 2OZ1

Kepada

Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat

di-
Pangkalan Bun

i

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

060/B0 / oRGS
Segera.

Ytr
,.1

Dalam rangka i,elaksanaan PeralUran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokra-si Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke Ja6atan Fuhgsional dan menindaklanjutiSurat'Direktur
Jenderal Otonomi Daerah Kgmenterian Dalam Negeri Nomor 130/1970/OTDA,
tanggal 26 Maret 2621 hal .Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan
Administrasi di Lingkungan Femerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
serta sebagai -tindak,lanjut Rapat .Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi di

lingkungan Pemerintah Kabup€teR Kotawaringin Barat tanggal 20 April 2021,
dengan ini mengundang Saudara(i)' untuk dapat hadir pada :

Hari, tanggal : 'K'al'nis, 22 A1lni 2021

Pukul : t3.cio s.d. selesai

Acara , Sb.irlira.i Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan

Administrasi .di .rlingkungan Pemerintah Kabupaten

l(otawariqgin Barat.

Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui 19om meeting dengan

alamat lD : Agosrbafsgg dan passwoid : Ess3KOBAR' Dengan ini

mengundang 11"pj, , Pixangkat ,Dierah agar menugaskan Sekretaris dan

Kasubbag Urnr*]'Kbp"gd"i"n ddn Peri-engkapan masing-masing untuk

mengikuti kegiatan ."irr,ii zoom meeting _tersLbut. 
Bahan Sosialisasi dapat

d i u n J u h d i http : //bit. tyPe nyetaraan-J abat an2021'

Demikian disampaikan, atas. perhatian" dan kerjasamanya diucapkan

terima kasih. I
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Tembusan disamPaikan kePada Yth'':

il;;iK;iil"tingin Barat (sebagai lapqran)'
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PEMERINTAH IC{BUPATEIY KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. sutan Syahrir No 2 PangkalanBun (74112) Kalimantan Tengah( Telp. (0532)23?52

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

060/ $1 / ORGS. :

Penting.
1 (satu) eksemplar.
ldentifi kasi Jabatan untuk
Penyetaraan Jabatan Administr:asi,
ke Jabatan Fungsionai '

Pangkalan Bun, ZLApnl 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah

.- Kabupaten Kotawaringin Barat
' di-

Pangkalan Bun

a ..1

Dalam rangka pelaksanaan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi 'Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi kd:Jabatan Fun$sional dan menindaklanjuti Surat Direktur
Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 130/1970/OTDA,
tanggal 26 Maret 2021 hal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan
Administrasi di Lingkungan pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang memerintahkan agar -Pernerintah Daerah segera melakukan tahapan
implementasi penyederhapaan birokrasi.kepada seluruh Jabatan Administrasi di
seluruh perangkat daerah, maka Fernerintah Kabupaten akan mengadakan
identifikasi kembalijabatan administraBi di seluruh unit kerja. Penyampaian Hasil
ldentifikasi dan Penataani Kelembagaan Administrasi dimaksud kepada
Kemendagri adalah paling,lambat 30 April '2021.

Sesuai petunjuk lanjutah dar:i Kementerian Dalam Negeri bahwa pada
Pemerintah Kabupaten/Kota,.Jabatan Administrasi yang akan disetarakan dalam
Jabatan Fungsional aditah. Jabatan Pengawas sesuai kriteria yang telah
ditetapkan. Untuk memperqepat proses identifikasijabatan dimaksud, dengan ini

diminia kepada seluruh,'pdrangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Barat agar mela$ganakan identiflkasi Jabatan Pengawas di

perangkat daerahnya mlsing-masihg. Bahan untuk melakukan identifikasi dapat

d i u n d u h d i al am at http Jrbi!: lyiPeriygtaraan-J abatan 2021 .

Hasil identifkasi tersebut dibuat dalam format daftar sebagaiman

terlampir dan selanjutnya, .diserahkan. ke Bagian Organisasi dan dokumen

softcocpy juga dapat dikiiimkan ke- email : baq.orqanis.Asisetdakobar@qmajl.com
pating 

'firirUit Zi lprit,.Z021-; Sblanjutny? akan dilaksanakan pembahasan

iernatap hasil identiflkaqiiersebut olehlTim Pemerintah Kabupaten Kotawaringin

Barat bersama :perangkat daerah masing-masing pada waktu yang akan

ditentukankemudian. .,'' ' ,

Demikian disampaikan, atSs perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terimakasih. i1 \
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Tembusan disamPaikan kePada Yth' ;:

Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)'
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DAFTAR ]DENTIFIKASIJABATAN ADMINISTRASI(JABATAN PENGAWASI ESELON IV) UNTUK PENYETAR/AAN KE JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)

TUGAS JABATAN
(SESUAI PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH MASTNG-MASING)

DIUSULKAN UNTUK DISETARAKAN KE
JABATAN FUNGSIONAL
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Pangkalan Bun, April2021

1!P4LA . ... .......... (perangkat Daerah)
KABUPATEN KOTAYI'ARIGIN BARAT

.....(Nama)........
(Pangkat)

(NtP)

Halaman 1

Per Perangkat Daerah
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DALAM NEGERI
REPUBLTK |NDONESIA

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

I r30/1970/oTDA
: Segera

', Jakarta, 26 Maret 2O2L
Yth. 1. Gubernur

2. BupatiM/alikota
di-

Seluruh lndonesiaPenyederhanaan Birokrasi pa$a
Jabatan Administrasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dan
l(abupaten/l(ota

Menyusuli surat'Menteri Dalam Negeri Nomor 130148461SJ tanggal
31 Agustus 2020 hal Tindak Lanjut Proses Penyederhanaan Birokrasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah itan sambil mendnggu pengesahan regulasi
pengaturan Penyederhanaan Birokrasi'di lingkungan Pemerintah Daerah serta
mengingat tenggat waktu pelaksanahn Penyederhanaan'Birokrasi yang singkat
diharapkan agar seluruh. Gqbernur; Bupati dan Walikota segera menindaklanjuti
hal-halsebagai berikut 

.,''.'

1. Segera melakukan tahairan implemenlasi penyederhanaan birokrasi kepada
seluruh Jabatan Atminis{rasi di, seluruh Perangkat Daerah dengan
melakukan identifikasi kembali terhadap seluruh unit kerja dengan kriteria
sebagai berikut
a. Unit kerja yang' akan disederhanakan adalah unit kerla yang

melaksanakan tugas.dan fungsi.dengan ruang lingkup:

1) anatisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan;
2) koordinasi, pririiantduan, dan evaluasi kebijakan;

3) pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan;

4) pelaksanaan : tugas yang memiliki kesesuaian dengan iabatan
fungsional;dari/atau 

.

5) pelayanan teknis fungsional;,

b. Unit kerja yang dipedahankan adahn unit kerja yang melaksanakan

1 ) kewenangan otoiisasi'bersifat atributif;

2) sebagai kepdla satuan keria yang memiliki kewenangan berbasis
kewilayahan;" , :. .

3) sebagai kepala satubn kerja pelaksana teknis mandiri; dan/atau

4) sebagai kepad pnit keria pengadaan barang{iasa-

2. Dalam melakukan tahapari identifikas!, perlu melibatkan Perangkat Daerah
yang membidangi perencanaari.dan pengelolaan anggaran untuk meniamin
ketersediaan anggaran' sebagai implikasi kebijakan Penyederhanaan
Birokrasi dan Penyetaraan Jabflan,

3. Berdasarkan hal tersebUt di atas, perlu kami sampaikan tahapan

Penyederhanaan Birttl<iasi'Oi'lingkungan Pemerintah Daerah sebagai

berikut
a. ldentifikasi dan Pendtaan.Kelgmbagaan Jabatan Administrasi yang akan

dialihkan ke Jabatan Fungslonal oleh Pemerintah Daerah pada bulan
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b. Pemberian Persetujtran hasil identifikasi .labatan Administrasi yang akan
dialihkan ke Jabatan'Fung$ionat oleh Kementerian Dalam Negeri pada
minggu kedua bulan Juni 202.1.

c. Pelantikan Jabatah' Furrgsiona'l' dan Pelaporan hasil Penyederhanaan
Birokrasi kepada Kenr€nterian Dalam Negeri paling lambat dilaksanakan
pada minggu keempat bulan Juni 2021.

4. Hasil identifikasi dan Perlataan iKelembagaan Jabatan Administrasi
sebagaimana disebutkan pada qngka 3'huruf a, agar disarnpaikan kepada
Menteri Dalam Negeri. mela{ui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam
bentuk saft copy dan hard copy, paiing lambat tanggal 30 April 2A21.

5. Dalanr menindaklanjuti ,liebijqkan ihi agar Pemerintah Daerah Provinsi
memfasilitasi setiap pelaksanaanitahapan Penyederhanaan Birokrasi yang
dilakukan oleh Pemefintah Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam polaksanaannya.

Negeri
Daerah

Malik, M.Si

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri; .','
2. Menteri Pendayagunaan Aparzttur Negara.dan Reformasi Birokrasi;

4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.
..t,--.
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4 KRITERIA JABATAN YANG DIPERTAHANKAN DI KABUPATEN/KOTA:

1. Kewenangan otorisasi bersifat atributif;
a. Pejabat Administrator pada Sekretariat Daerah dan.Dlnis/Badan/Sekretaiiat DPRD/Inspehorat

b. Sub Bagian Tata Usaha pada atau sebutan lain pada'Sikfet6riat Da6rah/ Sekretariat DPRD/lnspektorat

c. Pejabat Pengawas dibawah Sekretariat pada Dinas/Ba.dan/Sekietariat DPRO/lnspektorat

2. Sebagai kepala satuan kerja yang memilikikewenangan berbasis

kewilayahan; .'!r:-''

a. CamatdanSekretarisKecamatan i:.

3. Sebagai kepala satuan kerja pelaksana teknis mandiri; dan/qta.u
a. Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah . . 

i 
,

b. Kasubbag Tata Usaha atau sebutan lain Bumah Saki!'Daerah.'

c. Kepala UPTD pada Dinas/Badan , . :

d. Kasubbag TU UPTD pada Dinas/Badan : 
,,4, Sebagai kepala unit kerja pengadaan barang/jasa. " '

a. Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat AdminiStrasi yang mqnangani Pengadaan Barang dan Jasa pada
SekretariatDaerah 

;r ! .

HASIL IDENTIFIKASI
DITJEN OTDAKEMENDAGRI

JABATAN YANG DIPERTAHAN*GN.:
1. Pejabat': Afrninistrator pada Sekretariat Daerah dan DinasBadan/

sekrdtaiiat DPRD/lnspektorat

2: ' Sub Bagi?n Tata Usaha atau sebutan lain pada Sekretariat Daerah

3. Bejabat Pengawas dibawah Sekretariat pada Dinas/Badan/ Sekretariat

,.. DPRD/lnspektorat

4. Pada Bagian Pgngadaan Barang dan Jasa, Pejabat Administrasi yang

"-. menangani.Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah

5.' Direktur-dan/atau Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah

6. ' Kasubbag Tata Usaha atau sebutan lain Rumah Sakit Daerah

7. Kepala UPTD pqdq Dinas/Badan

8, . Kasubba0TU pada UPTD Dinas/Badan

9, . Camat dan Sekr.dtaris Kecamatan

1b. Luran dan Sektetaris Lurah

JA,B"4TAry YANG : P I S E D E RH AN AKAN

1. Fejabat Pengawas pada Dinas/Badan

2. . Pejabat Pengawas pada Sekretariat Daerah

3. Pejabat Pengawas (Kepala Seksi) pada

DinaUBadan' .

i .... '

.f

{e

HASiL
IDENTIFIKASI
PEMERINTAH

KAB/KOTA

UPTD

b

I
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Surat MDN 1To. 130/1970/OTDA fgl ZO Marbt 2021
, t.

1. ldentifikasi dan Penataan Kelembagaan Jabatan

Administrasi yang akan dialihkan ke Jabatan Fungsional

oleh Pemerintah Daerah pada bulan trltiret q.d Mei 2021

2. Pemberian Persetujuan Hasil ldentifikasi Jabatan

Administrasi yang akan dialihkan ke Jabatan Fungsional

oleh Kementerian Dalam Negeri pada;minEgu kedua bulan

Juni 2021 , .

3. Pelantikan Jabatan Fungsional Oan Petbporan hasil

Penyederhanaan Birokrasi kepada Kementerian Dalam

Negeri paling lambat dilaksanakan padaminggu' keempat

bulan Juni2021
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Mendorong kepemimpinan dari

JPT demi menggerakkan

dan memberikan pelayanan yang

cepat

Meningkatkan efektivitas dan+ 
efisiensi dalam mendukung kinerja

pelayanan pemerintah kepada publik

Penyederhanaan birokrasi diyakini

mampu menghemat anggaran

negara,

+

Pengalihan ke jabatan

fungsionalyang lebih

menghargai keahlian dan

kompetensi masing-masing

PNS

Penyederhanaan Birokrasi

dinilai mampu mengurapgi

temuan yang dihasilkan dari

lnstansi Pemeriksa

u
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birokrasi yang ramping, cepat

dalam
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Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah
Keuntungan yang Langsung diterima 6leh PNS yang dialihkan kedatam Jabatan Fungsional:

Karir tidak terhambat, bisa"
diangkat dalam Jabatan

Administrator dan ikut Seleksi JPT

Kerja lehih
prof'essional srsuai

.irnis keahlian

Pangkat bisa naik setiap 2

tahun sesuai kinerja poin
angka kredit

Pensiun dalam
tlsia 60 Tahun

Keunfun$an

lTntuk saat ini pengalihan dalam , 
,

jabatan fungsional dilaksanakan '

tanpa sEleksi.
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